
LEMBARA.N DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

NOMOR:6 TAHUN 1998 SERI:B NOMOR:2 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGi(AT 11 

KEBUMEN 

NOMOR 2 TAHON 1'.397 

TENTANG 

PERUBAHAN PEFZTAt1A PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 5 TAHON 191313 TENT.ANG 

I,JIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN 
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

DENGAN RAHHAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUHEN 

- Men imbang : a . ba.hwa. ta.rip retribusi i.j in/perset,ujua.n -
prinsip dan peneng kendara.an bermotor 
umum serta biaya administrasi atas 
perubaha.n ij in sebagaima.na. ciia.tur d.a.l.am 
Pasal 1:3 dan Pasa.l 113 a.yat, ( :3) Pera:tura:n 
Daerah Nomor 5 Tahun 191313 ten,:,a.ng Lj in 
Mendirikan Perusa.ha.a.n Pengangkut.an di 
Ka.bupa,:,en Da.era.h Tingka.t I I Kebumen 
sudah ,:,idak sesua.i lagi dan perlu dise­
sua.ika.n ; 

b. bahwa 



Mengingat 

0. bahwa untuk pelaksanaan butir a tersebut. 
di at.as maka perlu mengubah Perar:uran 
Daerah Nomor 5 Tahun 1fi86 tentang I~iin 
Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas per­
lu diatur dengan Peraturan Daerah Peru­
bahan. 

1 . Undang-undang Nomor 13 Tahun 1fl50 ten -
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 -
tentang Peraturan Omum Retribusi Daer.ah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nonlo.I~ 57 Tal1t111 1ti57 ~ 1 cu1Joa11ar1 Le1nl')a1~a11 
Negara Republik Indonesia Nomor 128El 'J ; 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun HJ7 4 ten tang 
Pokok-pokok Pemerintahan d.i Daerah 
(Lembaran Negara ~epuoi1K Indonesia 
Tahun 1fl74 Nomor ,38, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3037) ; 

4. Undang- tmdang Nomor 14 Tahun 1992 ten -
tang Lalu Lint.as dan Angkutan .Jalan 
( Lembaran Negara Republik Indonesia 
ianun 19fl2 Nomor 49 , Tambahan Lemb.aran 
Negara Republ ik 1 ndonesia Nomor 21480) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 212 Tahun 19.:10 
tentang Penetapan rnulai berlakunya 
Undang-undang Nomor 1:'.:i Tahun 1950 ; 

E',_ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1fltl0 
ten tang Penyerahan Sebagian Urusan 

Pemerintahan 

.. 



Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas 
dan A11gJ{1.1t.a1l ,Ja1.a11 ]~ei:1ada r:,aerah Ti11g}rat. 
I dan Daerah Tingkar.. I I ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1Hfli) Nomor 2Ei, 
Tambal1ar1 Le1nba1"'an Nega1"'a Rei:111l1li)r Indc)­
nesia Nomor 3410) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun ltlfJ;:: 
ten tang Angkutan Jal an ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 19fi~l Nomor 5ti, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo­
nesia Nomor 3527) 

8. 1{eput:usan Menteri Perhubungan tanggal 1 
Mei 1 tlB4 Nomor 1-:M. 9E,./Pr. :::o 1 /Phb- ltlB4 
tentang Pedon.an Penyederhanaan Peri.j inan 

tJ _ i{ei:11..1tt1sa11 l"le11t.e1."'i I:tala1n 1'legeri tlo1nc,1.,. E\4 
1 a .t1lll1 1 tJfj 3 te11 t.a11g Be11 t, ll}:;: J?e 1~a 1:. ll1"'Bl1 

Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 

10. Ji:eputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah Nomor 551 . 2/187/1985 
tentang Pedoman Pemberian ljin Mendiri­
kan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi 
Dae.rah Tingkat 1 Jawa Tengah ; 

11 . .t·eraturan vaerah Kabuparen Daerah Ting -
),::at I I Kebumen Nomor f i Tahun ltJE\6 ten­
tang Ijin Mendirikan Perusahaan Pengang­
kutan di Kabupaten Daerah Tingkat II 
Kebumen ,Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1987 
Nomor 1) ; 

1':> Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat I I r~ebumen Nomor 3 Tahun l88t1 ten­
tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan . . .... . 



c 
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1 ingkungan Pemer int.ah 
Tingkat: II Kebumen 

Kabupat.en 
(Lembaran 

Dae.rah 
Daerah 

.1\aoupat.en Dae rah T ingkat. I I Kebumen 
Tahun 198fl Nomor 7). 

Dengan Perset.u.iuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupat.en Daerah Tingkat II Kebumen 

Menetapkan 

M E M U T U S K A N 

PERATORAN I:iAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 
11 KEBlJMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 
I I KEBUMEN NOMOR 5 TAHON lti86 TENTANG IJIN 
MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DI 
KABUPATEN DAERAH TING1\AT I I KEBUMEN. 

Pasal I 

Peraturan Daerah Kabupat.en Dae rah 1 ingkat 
II Kebumen Nomor 5 Tahun 1986 tentang ljin 
Mendirikan Perusahaan Pengangku~an di 
Kabupat:en Daerah Tingkat: 11 .1\eoumen yang 
disahkan dengan Surat. Reputusan Gubernu1~ 
Kepala I:iaerah Tingkar. 1 Jawa Tengah Nomor 
: 188 . ~i/486/1fl86 tanggal 23 Desember lti86 
dan di undangkan dalam Lembaran Dae rah 
Kabupaten Daerah Tingkat I I Kebumen Tahun 
1887 Nomor 1 Seri), diubah sebagai beri­
kut : 

A . Pasal 



i 

A. Pasal 13 ayat (1), (2) 
diba.ca. seba.gai berikut 

' aa11 dit1ba}1 

( 1) Besarnya ta.rip ret.ribusi untuk mend.a.pe.t­
ka.n i ,jin 

a. Bagi Perusahaan Pengangkutan Bus atau 
Truk 

1 . Dengan armada 1 s/d 4 kendaraan 
sebesar 1tp 100.000,00 (seratue. 
ribu rupiah) ; 

2. Dengan armada 5 s/d 10 kendaraan -
sebesar Rp 150 . 000, 00 ( sera tus 
lima puluh ribu rupiah) ; 

3. Dengan armada 11 s/d 25 kendaraan 
sebesar Rp :300.000,00 (tiga rat.us 
ribu rupiah) ; 

4. Dengan armada lebih dari 25 kenda­
raan sebesar Rp 450.000,00 (em­
pat rat.us lima puluh ribu rupiah) . 

(2) .K.et:-,rinusi untuk mendapatkan persetu.,.iuan 
prinsip dimaksud Pasal 3 dan Pasal 8 
huruf h Peraturan Dae.rah ini ditentukan 
sebesar Rp 75.000,00 (tu~iuh puluh lima 
ribu rupiah). 

( 21) Biaya untuk mendapatkan peneng kendaraan 
dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan 
Daerah ini ditentukan senesar 
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per 
kendaraan. 

B. Pasal . _ ..... . 



B. Pasal 15 ayat (1) dihapus, selanjutnya ayat 
( 2 .) dan ( ;3) menj a.di a.y a:t ( 1 ) da.n ( 2 ) . 

C. Pasal 113 a.ya.t (:3) diubah d.an dibaca sebaga.i 
beriku:t : 

!Jnr.uk perubahan i._iin dikenakan biaya admi­
nistrasi sebesar Rp 25 . 000,00 (dua puluh 
lima ribu rupiah) per kendaraan. 

1'1 - Menambah BAB baru yai tu BAB XI dengan ._iu -
dul : KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN yang 
terairi dari satu pasal. yai n1 Pasal 17 
yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

(1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, :3 
ayat (1). Pasal 13 ayat (1) , (2) dan 
(~!), 1-·asal 16 a~rat (1) dan a:vat (3) 
Peratura n Daerah ini diancam dengan 
hukuman selama-lamanya 6 ( enam) bulan 
a tau denda setinggi-tingginya 
Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). 

( 2) Se lain oleh Pe._iabat Penyidik iJmum yang 
bertugas menyidik tinaaK pidana, 
penyidikan at.as t.indak pidana sebagai­
mana dimaksud dalam Peraturan Daerah 
ini dapat dilakukan oleh Pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri 01p1.l (PPNS) 
di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
pengangkatan , kewenangan dan dalam 
menjalankan t.ugasnya ditetapkan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang l:.•e r l aku . 

- Me ru bah . . . . . . . . . . . 
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- Merubah BAB XI men~iadi BAB XI I. BAB XI I 
men~iadi BAB XI I I . BAB XI I I menj adi BAB IV. 
Pasal 17 menjadi Pasal 18, Pasal 18 menja­
di Pasal 19. dan Pasal 19 menjadi Pasal 
20 . 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dal.am Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 6 Pebruari 1997 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH 
KABUPATEN I\.;ERAH TINGKAT I I KEBlJMEN TINGKAT I I KEBUMEN 

Ketua. 

t .. t. d t. t.d 

H. ZAISAL SIPIET H. AMIN SOEDIBYO 

Disahkan ........ . 



l 
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visarn~an 0.1.en Gubernur Kepala Daerah Tingka-r, I 
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 1::1 
Desember 1997 Nomor: 188.3/566/1997. 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingka't, I I Kebumen Tahun 19B8 Nomor 6 
Seri B Nomor 2 pada tanggal 9 Januari 1998. 

SEKRETARIS WJLAYAH/DAERAH 
TINGKAT II KEBUMEN 

t,.t.d 

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA 

PEMBINA TINGKAT I 
NI:P.010 046 43B 



PERATURAN DAERAH KABUPP.TEN DAERAH TINGKAT I I 
KEBUMEN 

NOHOR 2 TAHUN 1997 

TENTANG 

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II KEBOMEN NOMOR 5 TAHUN 19136 TENTANG 

I.JIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN 
Dl KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

I . PEN,JELASAN UMUH. 

Bahwa tarip retribusi ijin/persetujuan 
prinsip dan peneng kendaraan bermotor umum serta 
oia:va aanunistrasi at.as perubahan Li in sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun lfJE\Ei 
tentang I..i in Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di 
Kabupaten Daerah Tingkat I I Kebumen suaan r-iaaK 
sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, maka 
perlu disesuaikan. 

Atas dasar pertimoangan tersebut di atas 
maka perlu menin~iau kembali dan mengubah Peraturan 
Dae rah Kabupaten Daerah Tingkat I I 1{ebumen Nomor 5 
Tahun 1fl8Ei tentang 1.J in Mendirikan Perusahaan 
Pengangkutan di Kabupaten Daerah Tingkat. I I Kebu­
men. 

Untuk pelaksanaan maksud tersebut. di at.as 
perlu diatur dengan Peraturan Daerah. 

II. PENJELASAN ........ . 
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I I. PEN,JELASAN PA:3AL DEMI PASAL . 

Pasal I s/d Pasal II Cukup jelo.s . 

-- ooBoo --


